
TUGAS AKHIR 

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN ZAKAT NASIONAL 

(BAZNAS) PROVINSI RIAU 

Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademika dan 

Meraih Gelar Ahli Madya (A, Md) 

 

 

UIN SUSKA RIAU 

OLEH: 

AYU MUSPITASARI 

NIM. 02270425765 

 

 

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

TAHUN 2025



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


i 
 

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(GCG) TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN ZAKAT 

NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU 

Oleh: Ayu Muspitasari 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Riau sudah 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance, serta untuk mengetahui bagaimana 

cara BAZNAS Provinsi Riau menerapkan 5 prinsip Good Corporate Governance 

dalam mengelola lembaga dan penyaluran Dana Zakat. Pengujian dilakukan dengan 

melihat secara langsung kinerja para karyawan dan pengurus lembaga BAZNAS 

Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Jenis 

pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui dokumentasi, dan mewawancarai 

Kepala Bagian ADM, SDM, dan UMUM, Kepala Bagian Pendistribusian dan 

Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Riau, serta Kepala Bagian Keuangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan prinsip 

Good Corporate Governance dalam penyaluran dana zakat dan berjalan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti-

bukti yang penulis lampirkan disetiap point.   

 

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas, 

Responbility, Independensi, Fairness, dan Zakat  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Konsep good corporate governance muncul dari pemisahan antara pemilik 

perusahaan (principal) dan pengelola (agent) dalam korporasi modern. Tujuannya 

adalah mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemilik, pengelola, dan 

pemangku kepentingan lainnya. Dengan menerapkan good corporate governance, 

perusahaan dapat memiliki nilai tambah dan ukuran kinerja yang jelas untuk mencapai 

tujuannya. Selain itu, mekanisme akuntabilitas dan transparansi dapat memastikan 

bahwa peningkatan nilai perusahaan membawa kesejahteraan yang nyata dan 

terdistribusi dengan jelas. 

Penerapan good corporate governance bertujuan agar perusahaan berjalan 

efektif dan efisien, serta menghasilkan output yang memuaskan. Hal ini dapat tercapai 

jika semua mekanisme, mulai dari top manajemen hingga level bawah, berjalan lancar 

dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan tugas yang baik. Selain itu, perusahaan yang 

menerapkan good corporate governance juga dapat menunjukkan dampak positif bagi 

masyarakat dan stakeholder, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan kontribusi 

manfaat yang nyata. Dengan demikian, perusahaan dapat dikenal sebagai entitas yang 

menjalankan praktik bisnis yang sehat dan bertanggung jawab. 

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga wajib dan dilaksanakan oleh umat 

Muslim saat telah mencapai batas (nisab) dan telah di tetapkan di dalam Al-Qur’an. 
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Selain di wajibkan zakat juga menjadi sarana mensucikan diri dan hati dari rasa 

keserakahan, kekikiran, dan ketamakan, dan zakat merupakan instrumen social yang di 

agi umat islam untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin. 

Zakat berasal dari kata zakah yang berarti kebaikan, keberkahan, pertumbuhan, 

kebersihan dan peningkatan. Di sisi lain, menurut yurisprudensi Islam, zakat mengacu 

pada sejumlah kekayaan tertentu yang wajib diberikan Allah kepada mereka yang 

berhak menerimanya (mustahiq) dari mereka yang berkewajiban membayarnya 

(muzakki). 

Undang Undang no 23 Tahun 2011 juga menjelaskan mengenai pengertian 

zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib di keluarkan oleh seorang Muslim atau 

Badan Usaha untuk di berikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut sesui 

dengan syariat islam yang telah di tentukan di dalam Al-Qur’an. Untuk memksimalkan 

pengelolaan zakat, pemerintah telah membentuk Lembaga atau Instansi yang 

bertanggung jawab mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS).  

Pengelolaan dana zakat di organisasi pengelolaan zakat di pisah antara Muzzaki 

dan OPZ, pemilik dana atau Muzzaki telah mempercayai pengelola zakat dan 

menyerahkan dana yang di miliki oleh Muzzaki tersebut untuk selanjutnya di kelola. 

Pemisahan ini menimbulan adanya akses lebih bagi pengelola zakat untuk mengelola 

dana Muzzaki itu sendiri. Instansi pengelola zakat lebih mengetahui informasi-

informasi mengenai pengelolaan dana zakat tersebut di banding dengan Muzzaki. 
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Dengan kemungkinan adaya masalah agensi tersebut maka perlunya memunculkan 

Good Corporate Governance. 

Di dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance BAZNAS Provinsi 

Riau menjelaskan bahwa dalam menjalankan tata kelola sesuai dengan prinsip tersebut 

telah dilaksanakan dengan baik, namun BAZNAS Provinsi Riau mengalami sedikit 

kendala pada saat menerapkan prinsip Transparansi, yaitu BAZNAS Provinsi Riau 

merasa kurang totalitas dalam mempublikasi laporan penggunaan dana zakat kepada 

para muzakki. Dimana para muzakki hanya mendapatkan selembar brousur yang di 

dalamnya berisi total penggunaan dana zakat yang telah disalurkan kepada para 

mustahik dengan berbagai bentuk program dan berbagai golongan mustahik.  

Pada penelitian Mappaselle (2013) menunjukkan hasil bahwasanya prinsip-

prinsip Good Corporate Governance berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dan secara parsial prinsip transparansi, akuntabilitas, 

kewajaran, berpengaruh signifikan, dan independensi, responsibilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan pada penelitian 

Mahaendrayasa dan Putri (2017), bahwa prinsip accountability, indepandency dan 

fairness berpengaruh positif dan siginifikan, sedangkan transparancy dan responsibility 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD. 

Hasil penelitian Anwar (2019), pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa telah melaksanakan secara 

keseluruhan prinsip good corporate governance namun masih terdapat beberapa 

kendala pada setiap instrument dari prinsip good corporate governance yang harus 
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dihadapi secara kompleks oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil 

penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aminudin menyatakan bahwa Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan telah melaksanakan prinsip good 

corporate governance secara menyeluruh, walaupun penerapannya masih relative 

sederhana dan belum dilakukan secara maksimal. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian “Pengaruh Shariah Compliance, 

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 

Pengelolaan Dana Zakat di Organisasi Pengelola Zakat Provinsi Riau” oleh Fatmawati 

(2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelunmnya yaitu untuk 

mengetahui pengelolaan dana zakat dengan meninjau aspek transparansi, akuntabilitas, 

pertaanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Berdasarkan fenomena diatas 

maka peneliti termotivasi untuk mengangkat judul tentang “Analisis Penerapan Prinsip 

Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi 

RIAU”. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap 

Pengelolaan Dana Zakat oleh BAZNAS Provinsi Riau? 

2. Apa saja tantangan yang dihadapi baznas provinsi Riau dalam menerapkan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

3. Bagaimana dampak dari penerapan prinsip GCG terhadap kinerja para pengelola 

dana zakat BAZNAS Provinsi Riau? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG): 

Transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian dalam pengelolaan zakat. 

2. Untuk mengetahui hambatan atau tantangan yang di hadapi oleh BAZNAS 

Provinsi Riau dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG). 

3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja para pengelola dana zakat setelah 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BAZNAS 

Provinsi Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta 

memperdalam pemahaman tentang pengaruh prinsip – prinsip Good Corporate 

Governance terhadap pengelolaan zakat di organisasi pengelola zakat. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan informasi 

untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak 

pihak yang ingin mempelajari tentang pengaruh prinsip – prinsip Good 

Coorporations Governance terhadap pengelolaan zakat dan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan zaman 

yang lebih uptodate dan keadaan masyarakat yang sering terjadi pada saat itu. 

1.5  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan laporan adalah sebagai 

berikut; 
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1. Melakukan pengumpulan data dalam bentuk wawancara untuk menganalisa 

permasalahan yang di hadapi secara kompleks. 

2. Melakukan pengamatan secara langsung di dalam dunia kerja yang sedang 

berjalan pada BAZNAS Provinsi Riau 

1.6 Analisis Data 

Adapun analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, 

dimana penelitian akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan 

data yang akan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 

Menganalisa data pada penelitian ini, dilakukan peneliti melalui beberapa proses yaitu, 

reading and coding, data display dan interpreting. Proses yang dilakukan oleh peneliti 

tidak harus berurutan, apabila peneliti merasa belum cukup, maka peneliti dapat 

melakukan proses tersebut secara berulang- ulang. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas dan agar 

penulisan terarah, terstruktur maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan atau berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan objek penelitian, 

yang terdiri dari latar belakang organisasi, visis misi organisasi, struktur 

organisasi, serta program yang dijalankan oleh organisasi. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori pendukung penelitian yang 

meliputi pengertian serta penjelasan terkait dengan kata kunci judul penelitian, 

serta membehas tentang hasil penelitian berdasarkan teori. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran terkait dengan pembahasan dan 

permasalahan yang ada. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah berdirinya lembaga BAZNAS  

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur melalui Keppres No 

07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. 

Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja 

seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan 

beberapa BUMN yang mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai 

implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2001. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu 

untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang 

tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat 

(BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk 

oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS 

pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan. 

2.2 Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi RIAU 

Di Provinsi Riau secara formil badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 

1987, yaitu dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau 
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Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah 

Tingkat I Riau dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 

Kpts. 532/XII/1987 tentang Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infak, 

Sedekah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau. 

Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29/1991 dan No. 47/1991 

tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Periode tahun 1992-1997 

berdasarkan Keputusan Bersama tersebut pada tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 657/X/1992 tentang Susunan 

Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Daerah Tingkat I Riau. 

Pada tahun 1999 ditetapkan dan diberlakukan UU No. 38/1999 tentang 

pengelolaan Zakat. Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang 

Pelaksanaan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.  

Periode tahun 2000-2003 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri 

Agama tersebut di atas, diterbitkan juga Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah 

Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Pengangkatan 

Pengurus BAZNAS Provinsi Riau. 

Pada tahun 2003 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tanggal  

13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 dicabut dan diganti dengan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003.  
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Periode tahun 2003-2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 

Kpts. 392/IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Pengangkatan Pengurus 

BAZNAS Provinsi Riau. Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013 berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts. 

66/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengurus BAZNAS Provinsi 

Riau periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013.  

Periode tahun 2013-2016 berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik 

Indonesia No. DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 Februari 2012 dan Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 483 tahun 2012 tanggal 10 

Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan BAZDa 

Riau.Periode tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 

Kpts. 1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan 

BAZNAS Provinsi Riau Masa Bakti 2016-2021. 

Periode tahun 2021-2026 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri 

Agama tersebut di atas, diterbitkan juga Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah 

Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 1322/XII/2021 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua 

BAZNAS Provinsi Riau masa bakti 2021-2026. 

2.3 Visi, Misi Dan Tujuan BAZNAS Provinsi Riau 

VISI 

“Menjadi lembaga utama, menyejahterakan ummat di Provinsi Riau” 

MISI 
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1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga 

pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat 

2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-

DSKL secara masif dan terukur 

3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk 

mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan 

mengurangi kesenjangan sosial 

4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan 

amil zakat nasional secara berkelanjutan 

5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem 

manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur 

6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional 

7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat 

tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan 

8. Meningkatkan sinergi dan kaloborasi seluruh pemangku kepentingan terkait 

untuk pembangunan zakat nasional dan 

9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia 
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2.4  Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah kerangka pola pekerjaan dan kelompok tugas atau 

fungsi dari bagian-bagian bidang organisasi yang akan digunakan guna mencapai 

tujuan perusahaan. 
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STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI RIAU 
STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI RIAU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

WAKIL KETUA III 

BIDANG KEUANGAN & 

PELAPORAN 

MESTER HASUHUNAN HAMZAH, S.Ag 

WAKIL KETUA II 

BIDANG PENDISTRIBUSIAAN 

DAN PENDAYAGUNAAN 

JAMALUDDIN,S.Ag., M.Sy 

WAKIL KETUA IV 

BIDANG SDM ADM & UMUM 

Drs. H. AZIZ, MM., MA 

WAKIL KETUA I 

BIDANG PENGUMPULAN 

Dr. YAHANAN, MSy 

KEPALA PELAKSANA 

IDRIS, SE.Sy 

SEKRETARIS 

 

SATUAN AUDIT INTERNAL 

FERDIANSYAH, SE 

KABAG KEUANGAN & 

PELAPORAN 

ARDI RAHMADANY S,ST 

KABAG SDM, ADM & UMUM 

ARI KURNIAWAN, SE 

BENDAHARA 

ASRA WAFA, S.Akun 

KASIR 

YULIANA TARTILA, S.Pd 

UMUM 

MARILA, S.Ag 

SECURITY 

ALWAZIR 

STAF ARSIP & 

INVENTARIS 

DWIDO WIRMAN 

KETUA 

H.MASRIADI HASAN, Lc., M.Sha 

KABAG PENGUMPULAN 

ADE KURNIAWAN, SE 

KABAG PENDISTRIBUSIAN 

& PENDAYAGUNAAN 

ENIK AFRIYANTI, S.Pi., M.Si 

LAYANAN MUZAKI 

ADE IRMA SURYANI 

MEZZA DESLIANTI, SE 

RIKI HERMANTO 

ADMINISTRASI 
PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN 

MUHAMMAD NASER, S.Kom 

MARKETING KOMUNIKASI 

DEFLI ZULFANDI, SE 

KOTAK INFAK 

AZMIZAR, SH 

PROGRAM  

RUMAH SINGGAH 

RAHMAN BAHAR, SE 

SULAIMAN 

PENDISTRIBUSIAN 

MUSLIADI. S.Ag 

PENDAYAGUNAAN 

GIO VANI JEFRI, SE 

PELAYANAN MUSTAHIK 

HAFIZAH AGUSTIN, SE 
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Adapun Penjelasan Mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab dari Para 

Penjabat dalam Organisasi Tersebut. 

Adapun tugas – tugas yang harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi 

tersebut adalah  

1. Tugas Pimpinan ( Ketua BAZNAS ) 

a. Melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas 

dan fungsi BAZNAS Provinsi Riau. 

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Wakil Ketua 1  

a. Menyusun strategi pengumpulan Zakat; 

b. Mengelola dan mengembangkan data Muzaki; 

c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat; 

d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan; 

e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat; 

f. Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki; 

g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat; 

h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat; 

i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat 

provinsi dan/atau kabupaten/kota; 

j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno. 
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3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua II  

 Melaksanakan Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. 

a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; 

b. Mengelola dan mengembangkan data Mustahik; 

c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan 

pendayagunaan Zakat; 

d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan 

pendayagunaan Zakat; 

e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan 

pendayagunaan Zakat; 

f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan 

pendayagunaan Zakat; 

g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan 

pendayagunaan; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno. 

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua III 

a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat; 

b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; 

c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana 

Pengelolaan Zakat; 

d. Melaksanakan pengelolaan keuangan; 

e. Melaksanakan sistem akuntansi Zakat; 
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f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja; 

g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, 

keuangan, dan pelaporan; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno. 

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua IV 

Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Amil Zakat, Administrasi Perkantoran, 

Komunikasi, Umum dan Pemberian Rekomendasi. 

a. Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat; 

b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan 

kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga 

Sertifikasi Profesi BAZNAS Provinsi Riau; 

c. Menyusun perencanaan Amil Zakat; 

d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil 

Zakat; 

e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat; 

f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan 

pelaporan aset; 

g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ 

berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala 

provinsi di kabupaten/kota; 

h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, 

sumber daya manusia, dan umum; 
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i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat 

PlenoAccounting dan Financial. 

6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Pelaksana 

a. Ketua Pelaksana bertanggung jawab untuk menerjemahkan keputusan-

keputusan yang diambil dalam rapat pleno menjadi tindakan nyata di 

lapangan; 

b. Mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan; 

c. Memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh kegiatan BAZNAS; 

d. Koordinasi dengan seluruh bagian, memastikan semua bagian di bawah 

koordinasinya bekerja sama secara efektif dan efisien; 

e. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas, melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas seluruh staf dan memastikan mereka 

menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan; 

f. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS 

Provinsi Riau atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan. 

7. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kabag dan staff Pengumpulan  

a. Menyusun rencana kerja tahunan (RKTA) dan rencana aksi untuk 

mencapai target pengumpulan ZIS; 

b. Mengidentifikasi potensi sumber ZIS baru, baik dari individu, perusahaan, 

maupun lembaga; 

c. Mengembangkan program dan kampanye pengumpulan ZIS yang inovatif 

dan menarik; 
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d. Melaksanakan program-program pengumpulan ZIS yang telah 

direncanakan; 

e. Mengkoordinasikan tim pengumpul ZIS di lapangan; 

f. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan mitra kerja, seperti 

lembaga pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat; 

g. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pengumpulan ZIS 

secara berkala; 

h. Mengevaluasi efektivitas program dan melakukan perbaikan jika 

diperlukan. 

8. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kabag dan staff Pendistribusian 

a. Menyusun rencana strategis dan operasional pendistribusian ZIS; 

b. Mengorganisir tim pendistribusian dan memastikan setiap anggota 

memahami tugas dan fungsinya; 

c. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik 

pemerintah maupun swasta, untuk memperlancar proses pendistribusian;  

d. Memastikan data mustahik selalu up-to-date dan akurat; 

e. Melakukan verifikasi dan validasi data mustahik secara berkala; 

f. Mengklasifikasikan mustahik berdasarkan kategori dan kebutuhannya; 

g. Mengembangkan program-program pendistribusian baru yang inovatif dan 

sesuai dengan kebutuhan mustahik. 
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9. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kabag dan staff Keuangan 

a. Kabag Keuangan BAZNAS Provinsi Riau memiliki peran yang sangat 

penting dalam memastikan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah 

(ZIS) berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat 

Islam; 

b. Menyusun rencana anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Riau; 

c. Melakukan analisis kebutuhan dana untuk berbagai program dan kegiatan 

BAZNAS Provinsi Riau; 

d. Membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran BAZNAS Provinsi Riau; 

e. Mengelola sistem pencatatan keuangan BAZNAS Provinsi Riau secara 

terintegrasi; 

f. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua transaksi keuangan; 

g. Menyiapkan laporan keuangan secara berkala dan menyeluruh. 

2.5 Program BAZNAS Provinsi RIAU 

Adapun program – program yang terdapat di BAZNAS Provinsi Riau sebagai 

berikut: 

1. Program Riau Sehat 

Program Riau Sehat di bentuk bertujuan untuk memberikan bantuan biaya 

pengobatan bagi kaum dhuafa, dan miskin. Baznas juga melakukan kerja sama 

dengan RSUD Arifin Achmad untuk melancarkan program tersebut. 

2. Program Riau Cerdas 
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Program ini diadakan dengan harapan mampu meningkatkan kecerdasan 

calon generasi penerus bangsa, serta meningkatkam kualitas pendidikan bagi 

masyarakat kurang mampu. Salah satu dari hasil program tersebut adalah 

menyediakan Beasiswa bagi siswa SMP, SMA, serta bantuan membayar UKT 

bagi mahasiswa. Selain itu Baznas Provinsi juga melalukan kerja sama dengan 

UIN SUSKA RIAU, serta UNILAK untuk program asrama. Bekerja sama 

dengan Dikti dan Perguruan Tinggi, Program Beassiswa untuk mahasiswa yang 

bersekolah di luar negeri, program Cendekia Baznas RI untuk tingkat SMP. 

3. Program Riau Dakwah 

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta 

ketaqwaan masyarakat khususnya muallaf, dengan cara mendatangkan ahli 

agama ke berbagai daerah suku pedalaman di Provinsi Riau, bekerja sama dengan 

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, termasuk da’i serta kaderisasi para 

ulama muda. 

4. Program Riau Makmur 

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan 

diharapkan menjadi muzzaki antara lain dengan mendirikan kelompok 

pemberdayaan zakat di beberapa daerah. Dengan cara memberikan pelatihan 

wirausaha atau wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi 

lemah. 
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5. Program Riau Peduli 

Program ini merupakan program Tanggap Bencana, program ini bertujuan 

untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang sering terjadi di Provinsi 

Riau, selain itu juga tanggap membantu warga Provinsi Riau yang terkena 

musibah. 

6. Program Bina Daya Riau (BIDARI) 

Program BIDARI ini merupakan program pelatihan kewirausahaan dan 

pembinaan intensif dari pihak BAZNAS Provinsi Riau untuk menjadi wadah 

kemandirian pengembangan UMKM di Riau. Dalam kegiatannya Mustahik 

BIDARI mendapatkan pembinaan berupa Pelatihan dan pendampingan, Modal 

Usaha, Legalitas produk, Re-Brandingroduk serta Pemasaran produk. 

7. Program ZMart 

Program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengenbangan 

warung/toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk 

mengatasi kemiskinan pada Provinsi RIAU. Selain memberikan modal kepada 

mustahik, BAZNAS Provinsi RIAU juga memberikan pelatihan kepada mustahik 

tentang bagaimana cara mengelola keuangan. 

8. Program ZAuto 

Program ini memberikan pendampingan serta modal usaha bagi para 

mustahik yang memiliki bengkel motor. Program ini bertujuan agar para 
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mustahik dapat memiliki penghasilan sendiri, dan terjauhkan dari golongan 

miskin. 

9. Program ZChiken 

Program ini merupakan kolaborasi antara BAZNAS RI dengan BAZNAS 

Provinsi RIAU yang bertujuan membangkitkan ekonomi mustahik dengan 

tujuan, mendorong masyarakat lebih mandiri, membantu mustahik bersaing 

dalam segi ekonomi, membuka usaha yang berkelanjutan bagi para peserta, dan 

menciptakan wirausahawan baru yang sukses. BAZNAS Provinsi RIAU juga 

mengajarkan bagaimana mengatur strategi pemasaran, memberikan pelatihan 

mengenai tata cara kelola keuangan, dan praktik langsung bagaimana cara 

membuat menu Z-Chiken. 

Didalam menjalankan program-program di atas BAZNAS Provinsi Riau telah 

menetapkan mustahik sesuai dengan 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. 

Dana yang digunakan berasal dari 80% dari Zakat Profesi, dan sisanya menggunakan 

zakat Fitrah, Zakat Mall, Infak, dan Sodaqoh. 
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BAB IV  

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi good 

corporate governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Riau, 

penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan dana zakat, baik 

penghimpunan maupun pendistribusian telah menerapkan prinsip-prinsip good 

corporate governance. 

2. BAZNAS Provinsi Riau menjelaskan bahwa dalam menjalankan tata kelola 

sesuai dengan prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik, namun 

BAZNAS Provinsi Riau mengalami sedikit kendala pada saat menerapkan 

prinsip Transparansi, yaitu BAZNAS Provinsi Riau merasa kurang totalitas 

dalam mempublikasi laporan penggunaan dana zakat kepada para muzakki. 

Dimana para muzakki hanya mendapatkan selembar brousur yang di dalamnya 

berisi total penggunaan dana zakat yang telah disalurkan kepada para mustahik 

dengan berbagai bentuk program dan berbagai golongan mustahik.  

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan Prinsip Good 

Corporate Governance BAZNAS Provinsi Riau dapat menjalankan kinerja 

lebih baik, serta efisien. 

 

 



 

65 
 

3.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian ini, cara sosialisasi program pada BAZNAS Provinsi 

Riau perlu ditingkatkan, mengingat banyak nya orang awam yang kurang mengerti, 

bahkan tidak mengetahui program-program BAZNAS Provinsi Riau. Hal ini karena 

BAZNAS Provinsi Riau memiliki program yang yang potensinya sangat baik dalam 

mensejahterakan para mustahik. BAZNAS Provinsi Riau juga diharapkan dapat 

mempertahankan kinerja lembaga dengan tetap menerapkan prinsip Good Corporate 

Governance. 
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DAFTAR WAWANCARA 

1. Apakah BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG)  (transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi, 

dan kewajaran) dalam memengelola Zakat? 

Kak Tila: “Ya, BAZNAS Provinsi Riau sudah mnerapkan prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) dalam mengelola dana zakat, termasuk: 

a. Transparansi: BAZNAS Provinsi Riau mempublikasi laporan keuangan dan 

kegiatan operasional secara jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat 

memantau penggunaan dana zakat. 

b. Akuntabilitas: BAZNAS Provinsi Riau memiliki system pengawasan dan 

evaluasi yang efektif untuk memastikan penggunaan dana zakat yang tepat 

sasaran dan akurat. 

c. Responbilitas: BAZNAS Provinsi Riau dalam melaksanakan program di 

sesuaikan dengan SOP dan Undang-Undang yang berlaku. 

d. Independensi: BAZNAS Provinsi Riau memeiliki struktur organisasi yang 

jelas dan independen, sehingga dapat mengambil keputusan yang objektif 

dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. 

e. Fairness: BAZNAS Provinsi Riau memiliki kwbijakan prosedur yang jelas 

dan adil dalam pengelolaan dana zakat”.  



 

 
 

2. Apakah BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG) dalam melalukan penyaluran pada Program- Program 

BAZNAS Provinsi Riau? 

Pak Naser: “BAZNAS Provinsi Riau sudah menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG) di setiap melakukan penyaluran Program- program 

BAZNAS Provinsi Riau. Dengan menerapkan prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) BAZNAS Provinsi Riau di harapkan mampu menarik 

kepercayaan masyarakat umum terhadap BAZNAS. Namun ada sedikit kendala 

pada publikasi yang kurang rinci dan perlu di tingkatkan lebih baik lagi”. 

3. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS 

Provinsi Riau?  

Kak Tila: “Bentuk transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi 

Riau melalui publikasi laporan keuangan, memberikan informasi mengenai 

penggunaan dana zakat, mengumumkan penerimaan dan penyaluran dana 

zakat, memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat, melaporkan 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana zakat”. 

4. Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS 

Provinsi Riau? 

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau mempublikasikan laporan keuangn yang 

telah diaudit oleh auditor independen, sehingga masyarakat dapat memperoleh 

informasi yang akurat tentang pengelolaan dana zakat. Selain itu BAZNAS 

Provinsi Riau juga memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas dan 



 

 
 

efektif, sehingga dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat telah 

dilakukan sesuai dengan amanah dan kepercayaan masyarakat”. 

5. Bagaimana bentuk responbilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS 

Provinsi Riau? 

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau telah melakukan penyaluran dana zakat 

sesuai dengan 8 asnaf yang telah di tentukan di dalam Undang-Undang yang 

berlaku”. 

6. Bagaimana bentuk independensi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS 

Provinsi Riau? 

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau memiliki struktur organisasi yang 

independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, BAZNAS 

Provinsi Riau memiliki proses pengambilan keputusan yang objektif dan tidak 

dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal yang tidak relevan”.  

7. Bagaimana bentuk kewajaran pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi 

Riau? 

Kak Tila: “BAZNAS Provinsi Riau memiliki kebijakan yang adil dan tidak 

diskriminatif dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat memastikan bahwa 

semua pihak berhak menerima manfaat”
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